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BUPATI KAPUAS HUL
" PROVINSI KALIMANTAN BARAT

'PFRATURAN BUPATI KAPUAS HULU :

TENTANG - "
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 'ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PEmngNA'TEKHIs SATUAN
" PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang . bahwa dalam’ rangka mensinergikan dan ainh:onisasi
Nomenkelatur Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di.
Bidang. Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan
Drgemisaai,' Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit _
Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Kabupaten Kapuas
Hulu; '

Mengingat ) 1. Undang-Undang’ Nomor 25 Tahun 1956 <entang
Pembentukan Daerah-Dacrahh Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 NMNomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 106);

2. Undang-Undang Nomor 20 ‘Tahun 2003 tentang
_ Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran . Negara
Republik Indonesia Tahun' 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301};
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. 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

7

Aparatur Sipll Negara (Lfcmbamn' Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan , Daerah sebagaimana telah dlubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten 'I{apuqa Hulu Nomor &
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Peinerintah Kabupaten Kapuas
Hulu;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah,

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kdpuas Hulu;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR

12 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
' SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
HULU,

Pasall

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomeor 12 Tahun
2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata 'Kgi'jﬂ Unit Peleksana Teknis Satuan Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuah Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Paszal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1‘-' -
z

Da::fah ada]ah Kabupaten Kapuas Huly.

Pemenntah Daerah adalah kepala daera.h scbagai unsur
penyelenggara pemeﬂntahan daera.h yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah ctonom. -

3. Buj;aﬁ adalah Bupati Kapuas Hulu.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bubaﬁ Kapuas Hulu,

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan I{ebudayaan I{abupaten
Kapuas Hulu,

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan den

Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. F “ |

.- Sekretariat .adalah Sekretariat pada ‘Dinas Pendidikan dan

Kébudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. | |
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8. Sckbetaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kebupaten Kapuas Hulu.

9. Satuan Pendidilean adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelefiggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal
dan informal pada a'ptiap jenjang dan ]epla pendidikan,

10. Pendidikdn Anak Usia Dini }fs'mg selanjutnya disingkat PAUD
adalah suatu upaya pembindan yang ditujukan kepada anak
aejak lahir sampai dengan usia 6 (eham) tehun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk;
membantu pertumbuhan dard perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pcndadlkan lebih lanjut, . 3 i

11, Pendidikan Dasar adalah ;JEHJB.ﬂg pendidikan pada jalur
pendid:lcan formal yang' melandasi jenjang pendidikan’
menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan
berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaivah atau
Bentuk -{gain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan
kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yarg

. berbentuk Sekolah Menengah Pertama -dan Madrassh
Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat

12, Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah
salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal
ya.ng' rﬁenyelengga:akan program pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

13, Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang
paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang
dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun,

14, Sekalah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP
adalah jenjang pendidikan dasa.r formal di Indonesia setelah
menyelesalkan pendidikan SD atau' yang aedera,;a.t yang
dilaksanakah dalam kurun waktu 3 {t.iga] tahun.

15.Unit Pelaksana Teknis Satuan Pend1d1kan yang selanjumya
dismgkat UPT Satuan Pendidiken aéalah unsur pelaksana
yang menjalankan tugas teknis penunjang Dinas Pendidikan

.dan, Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu di bidang
pendidikan, -
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16, Kepala Sakolah adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan PAUD
dan Kepala UPT Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten
Kapuas Hulu, '

17, Koordinator Pendidiken adalah unit non struktural yang
melaksanakan tugas teknis penunjang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu,

18. Koordinatof ddalah pimpinan pada Koordinator Pendidikan.

19.Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan
fungai'lonal yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung  jawab dan wewensng untuk melaksanakan
kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan

20. Pengawas Sekc-la.h adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas‘=fg.nggung jawab dan wewenang secara penuh oleh
pejabat  yarig berwenang untuk melaksanakan pengawasan
akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

21.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil
negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan. '

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dm‘bah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berllmt

: Pasal 3
(1) UPT Satuan Pendidikan merupakan Satuan Pendldlkan di
Daerah ,
(2) Wﬂm@mda&kﬁn sebagaimana jdimaksud dalam Pasal
2.ayat (2). huruf a dan huruf'b; dipimpin oleh seorang Kepala
Selolah yang berkedudukan“di bawah dan bertangggung
jawab. I{epa:la Kepdla Dinas melalui Sekretaris,

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (4] diubah, sehingea

IPasa] 4 berbunyi sebagai berﬁcut -

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidﬁcan terdiri dari ;
a. Kepala Sekolah;

b. Kepala Tata Usaha; dan
‘0. Kelompolk Jabatan Fungsional.
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e. peinbinaan dan penilaian 'hasil belajar/bimbingan siswa

dan kepada aparatur di sekolah; '

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di

lingkungan UPT Satuan Pendid:ka.n dan

g. melaksanakan tugas lain -yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya dalam fangka ‘mendukung
pencapaian pelaksanaan fugas.

5. Ketenh%an Pasal 7 ayat (2) hurui f dan huruf h diubah, sehingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 7

K_epgla Tata Usaha sebagaimena dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf b, merupaken unit non struktural yang mempunyai

tigas  pengeloladn  administrasi  umum  meliput

ketatqﬁsﬁha.ap, organisasi dan tata laksana, keuangan,_

kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga;

perlengkapan dulmmentam, perpustakaan dan kearsipan

scrta pengelolaan  administrasi  kepegawaian  Satuan

Pendidikan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi : '

a. penyusunan program kerja dan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi UPT Satuan Pendidikan;

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan
tata laksana UPT Satuan Pcnd.id.ikan,

c. pelaksanaan urusan umum, dan rumah tangga rh
'hngkungan UPT Satuan Pend;d.lkan

d. pelaksanaan pengelolaan keuangafi dan aset di
lingkungari UPT Satuan Pendidikan;

e. ,pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT
Satuan Pendidikan;

f. peleksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang
diserahkan oleh Kepala Sekolah;

g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tata
usaha secara periodik; dan
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h,

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sekolah sesuai ‘dengan hidang tugasnya

6. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7],
sehingga Pasal 10 berbunyi scbagai berfkut :

Pasal 10

| (1) Dalam rangka membantu plela_ksanaan tugas dan fungsi
Dinas, di bentuk Koordinator Pendidikan pada masing-masing
wilayah kerja.

(2) Koordinatdr Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh:

seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan
bertangggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) .I{cordmati:r seba.ga;mana dnuaksud pada ayat (2), merupakan
unsur pimginan vang mempunya.l tugas :

a.

mengkoordinasikan keglatan satuan pendidikan di wilayah
kerjanya; .

r '

memberikan ‘pelayanan administratif kepada UPT Satuan
Pendidikan;

penyuéunan data di bidang pendidikan;

. 'fue]a.porkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT

Satuzm Pendidikan secara periodik: dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator dapat dibantu oleh
Pengawas Sekolah yang ada dan/atau Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki Jabatan Pelaksana sesuai denga_n lcualifikasi
dan kebutuhan. '

(5) Pengawas Sekolah dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), berada di bawah dan bertangpung
jawab kcpada Koordinator,

(6) Wilayah kerja sebagaimana dimakeud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peratran Bupati ini.

-
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(7) Susunan organisasi Koordinator Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang:

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

. Ketentuan Paq_al"ll ayat (1), ayat.(2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasa._l 11

Kepala Sekolah dan pegawai yang diangkat dalam jabaten
fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat
oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar' sesuai

 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

Kepala Tata .Usaha dijabat oleh jabatan fungsional yang
dibérikan tugas tambahan, diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ¥ang berlaku.

Koordihator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),
dijabat - oleh pengawas stkolah yang diberikan tugas
tatnbahan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupat sesuai
dengan -~ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, '

. Ketentian Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
sesuai bidang tugas masing-masing,

Kepala Sekolah wajib mengkoordinasikan seluruh kegiatan
kepada Koordinator di wilayah kerjanya.

Cal
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(4)

(5]

(8]

(7)

(8]

(9)

Kepala Sekolah wajib meldksanakan fungsi pengawasan

mtémal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan '.

untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang
herlaku

I{elompok Jabatan Fungsional yang berada di UFT Satuan
PAUD dan UPT Satuan Pendidxkan Dasar dalam

mclakaanakan tugas dan fungsinya bettanggung jawab kepada
Kepdla Sekolah. - ;

Kepala Sekolah wajib .menyampa.ikah_ laporan pelaksanaan
tugasnya secara periodilk kepada Kepala Dinas secara tepat
waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku )

Koordigator wajib melaksanakan tugas pokokmya sebagal
Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Koordinator dapat berkoordinasi dengan unit kerja di wilayah
kelja.nya '

Kmrdmator wajib mengkoordinasikan tugas-tugas UPT
Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.

Koordinator  dalam melaksanakan  tugasnya  wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas secara periodik,

. Ketentuan Pasdl 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai

berikut :

i

Pasal 14

¥

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Satuan
PAUD dan UPT Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, tetap melaksanakan

tugasnyd sampai ada penuigasan yang ba.ru dari pejabat yang
berwenang.

10
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Pasgal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap, orang mengetahuinya, memerintahkan, péngundangan

Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah
I{abupaten Kapuas Hulu,

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Jamuari 2019

BUPATI KAPUAS HULU,
/ i
. AML, NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada‘tanggal 3 Yalun. 2019 -

PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN S HULY,

AMMAD YUSUR

EERI'I‘A DAERAH - KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 3 lalun 2019

i g
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LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU '

NOMCR 2 TAHUN 2019

TENTANG .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNJS SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

HULU

1. Ketentuan Lampi:an I nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 23 {d'l.l.a puluh tiga)
diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USM DINI

KABUPATEN KAPUAS HULU
1 | BADAU TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BADAU
2 | BATANG LUPAR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BATANG LUPAR
3 | BIA TAMAN KANAK-KANAK NEGERT PEMBINA KECAMATAR BIKA
4 | BOYAN TANJUNG TAMAN KANAK-KANAX NEGER! PEMBINA KECAMATAN BOYAN TANJUNG
5 BUNUT HILIR TAMAN KANAK-KANAX NEGER! PEMBIINH KECAMATAN BUNUT HILIR
6 | BUNUT HULU TAMAN KANAK-KANAX NEGERI PEMBINA KECAMATAN BUNUT HULU
7 | EMBALOH HILIR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN EMBALOH HILIR
8 | EMBALOH HULU TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN EMBALOH HULU |
9 | EMPANANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN EMPANANG
10 | HULU GURUNG _TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN HULU GURUNG
11 | vonckone TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN JONGKONG'
12 | KALIS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KALIS
13 | MENTEBAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MENTEBAH
14 | PENGKADAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PENGKADAN
15 | PUTUSSIBAU TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PUTUSSIBAU
SELATAN SELATAN _ -
6 | PUTUSSIBAU UTARA | TAVAN RANAK-RANAK REGERT PEMEINA KECAMATAN PUTUSSIHAU
17 | SEBERUANG KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SEBERUNG
18 | SELIMBAU TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SELIMBAU
19 | sEMITAU TAMAN KANAK-KANAK:NEGERI PEMBINA KECAMATAN SEMITAU
20 | SILAT HILIR. TAMAN KANAK-KANAX NEGERI PEMBINA KECAMATAN SILAT BILIR
21 | SILAT HULU TAMAR KANAK- KANAK NEGERT PEMEINA KECAMATAN SILAT HULY
22 | SUHAID TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA Kecme SUHAID

BUPATI KAPUAS zfuw
| ra
aM NASR
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NOMOR

WILAYAH KERJA
(KECAMATAN)

NAMA UPT

2

3

18. SEKOLAH DASAR NEGERI 18 NANGA TUSUK

19. SEKOLAH DASAR NEGERI 19 RANTAU KALIS

20. SEKOLAH DASAR NEGERI 20 TEKUDAK

21. SEKOLAH DASAR NEGERI 21 LUBUK MANTUE

22, SEKOLAH DASAR NEGERI 22 HULU TUBUK

23. SEKOLAH DASAR NEGERI 23 TRANS NANGA DANAU

24. SEKOLAH DASAR NEGERI 24 TRANS BUNUT TUBUY

25.SEKOLAH DASAR NEGERI 25 NANGA DANAU

26. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KALIS v/
. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KALIS v/

@. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATAP KALIS

29, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KALIS v

30, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KALIS {/

13

MENTEBAH

1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA MENTEDAH

2, SEKOLAH DASAR NEGERI 02 SUKA MAJU

3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 MENARIN

SEKOLAH DASAR NEGERI 04 KEPALA GURUNG

SEKOLAH DASAR NEGERI 05 BIANG I1

SEKOLAH DASAR. NEGERI 06 TEKALONG Il

SEKOLAH DASAR NEGERI 07 MENTEBAH

SEKOLAH DASAR NEGERI 09 SUMEDANG

SEKOLAH DASAR NEGERI 10 PADANG JAYA

10. s.mmu.u DASAR NEGERI 11 UPT XVI TRANS SUKA MAJU
11, SEKOLAH DASAR NEGERI 12 UPT XVII KEPALA GURUNG
12. SEKOLAH DASAR NEGERI 13 LUBUK TAPANG

13, SEKOLAH DASAR NEGERI 08 SEI TEKUYUNG

14. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MENTEBAH ¥
15. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGER] 2 MENTERAH y
16. SEKOLAH DASAR NEGERI 14 BANGAN PERMAI

Wi P

14

PENGKADAN

1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 MENENDANG

2, SEKOLAH DASAR NEQERI 02 RIAM PANJANG

3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 BUAK LIMBANG

4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 BUAK MAU

5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TINTIN KEMANTAN

6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 SUKARAMAI

7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 NANGA SEMELANGIT
8, SEKOLAH DASAR NEGERI 08 MAWAN '

8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NAHG.'*. smmmu

10. SEKOLAH DASAR NEGERI 10 REPUN ~;

11. SEKOLAH DASAR NEGERI 11 NANGA PEDIAN

12. SEKOLAH DASAR NEGER! 12 KERANGAN PANJANG
13. SEKOLAH DASAR NEGERI 13 SASAN

14, SEXOLAH DASAR NEGERI 14 NANGA LIDAU

15. SEKOLAH DASAR NEGERI 15 SULANG

16.SEKOLAH DASAR NEGERI 16 BUAK LIMBANG UPT XI
17. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PENGKADAN L/

18. SEKOLAK MENENGAH PERTAMA NEGER! 2 PENGKADAN v
19.SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATAP IPENGK.?.DAN
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